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Merum.hang bahwa. memem.ilii :ketcmtuan pasal 6 Pel8.tumn Dae.ah Nomor ... 
Tahun 2016 timtang Anggara,n Pendapamn dan &Lanja Datrah 
Tahun Anggaran 2017, pedu ditetapkan Peraturan Bupati Barito 
Utara tennmg �nJabantn Angganm dtw B·eJanja Daetah Tahun 
AngganUl 2017 sebagaj landa118ll .openwonal pelak ana_an APBD 
Tahun Anggaren 2017; 

Mengingat :i., Vndang-Undi.P& Nomor 27 T:ahun 1959· tentang Penetaps.n 

Undang-Undang Oerumt N'omor 3 Tabun 1953, tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat rI di Ka.lima.ntan (Lembamn H(#l'a 
Republik Indonesia Tah:un 1953 Nomor. 9}· sebagw Undang
Undang (Lemharan Negara T:ahu:n l 959 Nomoi.· 72 Tamba.han 
l.embanm Negara Nomor 1820) sebagaimana eiah beberapa keili 
diubah terakhir denJ8..11 Undang-Undang Nomor 8 Tah.un 965 
ten.tang Pembe:nWkan Daerah Ting.Im U Tonah Laut, Daetab 
Tingkat JI Tapin dan Daerah Tingkat O Tabarong d� 
men:gubah U�g-Undang Norn.or 27 Tah.un 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentan,g Peen bentukan Da�rah Ti:ngkat ll di KaJirnantan 
lLembanm Negara Republik lndones.ia. Tahun :l 965 Nomor 51. 
Tambahao l,e;mhanm Negara Republik lndonesia N'omor 27 561; 

2. U:nda.ng-Undang Nomor 28 Tallun 1:999 tentang Penyele�
Negara y� Be:rsih dao Bebas dari. Komp�, Kolusi dab.
Ncpotisme (Lernbaran Negara. Repub,lik: Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lemb� Negara .Republik !ndOM!i!,ia
Nomor 3851)�
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaiao Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 
4. Undang-Undang Nomor I Tabun 2004 tcntang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang N.omor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

7 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndone.sia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, 'fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 
tentang Pem.erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler d,an Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubaban 
Ketiga Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712): 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistcm 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Talmo 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tcntang Pinjaman 
Daerab (Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah {Lembru-an Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 

20. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang 
Pedoman Pen:gelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan kedua atas 
Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab 
Tahun Anggar:an 20 17 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 874); 
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22.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 'l'ahun 2010 
tentang Pokok•'Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, 'l'ambahan 
Lembaran Daer.ah Kabupaten Barito Utara Nomor l); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

Pua11 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tahun Anggaran 2017 terdiri atas ; 
I. Pendapatan : 

a . Pendapatan Asli Daerab 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan ..... . 
2.Belanja : 

a . Belanja Tidak langsung : 
1) Belanja pegawai 
2) Belanja bunga 
3) Belanja subsidi 
4) Belanja hibah 
5) Belanja bantuan sosial 
6) Belanja bagi hasil 
7) Belanja bantuan keuangan 
8) Belanja tidal< terduga 

b. Belanja Langsung : 
I) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja ..................... .. . 
Surflus/ (Defisit) ... ....... ... .. ..... .. 

3. Pembiayaan : 
a . Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto ........ 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

67 .000.000.000,00 
833.910. 135.000,00 
I 12.215.405.366.54 

Rp. J.013. 125.540.366,54 

460.005.692.584,31 
0,00 
0,00 

19.700.000.000,00 
1.635.000.000,00 
I .363.520.000,00 

121.947.108.450,00 
500.000.000.00 

Rp. 605.151.321.034,31 

Rp. 40.733.814.000,00 
Rp. 127.065.747.677,47 
Rp. 293.363.748.524.00 

Rp. 461.163.310.201.47 
Rp. 1.066.314.631.235,78 
{Rp. 53. 189.090.869.24) 

Rp. 260.398.747. 128,23 
Rp. 5.746.399.998.00 

Rp. 254.652.347.130.23 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 201.463.256.260,99 

Pual2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam 
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pual 3 

Penjabaran APBD sebagaimll.na dimaksud dalam Pasal l terinci lebih lanjut dalam 
lampiran n yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pual4 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalwn peraturan Bupati iru 
dituangkan Jebih lanjut dala!n dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perang)<at daerah ses\Jai dengan ketentuan perun.dang-undangan. 

Pual5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku JPada tanggal dit.etapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
Barito Utara ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Barito 

Utara. 

Ditetapkan di Muara Teweh 
pada tanggal 30 Desember 2016 

~ ... 

I ~ · · -•~:;BARITO UTARA, 

· ~ .· . . . . . . . . . , . 
I\ , .. :.,. ,'vr 
•• • •• J • _Jf~,4LSYAII 

, ·~~-~ .: . ~~ . . .-.r 

BERITA DAEAAH KABUPATEN BARl'l"O UTA.RA TAHUN 2016 NOMOR 43 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

Fjl'AUZI 
NIP. 19710921 199803 I 004 
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